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usaha. Melanggar etika usaha berarti melanggar prinsip-prinsip bisnis 

beretika dan berkelanjutan yang berisi kewajiban-kewajiban bagi badan 

usaha. Prinsip-prinsip bisnis beretika dan berkelanjutan terdiri dari prinsip 

ketaatan hukum, prinsip keterbukaan dan transparansi, prinsip tanggung 

gugat atau akuntabilitas, prinsip pertanggungjawaban atau responsibility, 

prinsip kewajaran atau fairness, prinsip kejujuran atau honesty, prinsip 

empati, prinsip kemandirian, prinsip konsistensi. Lembaga Ombudsman 

DIY juga tidak memisahkan antara pelanggaran hukum dengan pelanggaran 

etika. Hal itu berarti melanggar etika juga berarti melanggar hukum. 

B. Saran 

1. Daerah lain di Indonesia dapat mencontoh Provinsi DIY dengan membuat 

Lembaga Ombudsman yang bisa mengawasi pelayanan publik yang 

dilakukan sektor swasta. Pembentukan lembaga pengawas seperti Lembaga 

Ombudsman DIY, selain meningkatkan kualitas pelayanan publik juga 

meningkatkan akses keadilan konsumen dan mendorong penyelenggaraan 

usaha yang baik dan beretika. 

2. Konsumen dapat memanfaatkan skema ombudsman seperti Lembaga 

Ombudsman DIY untuk mendapatkan keadilan. Konsumen yang merasa 

dirugikan oleh pelaku usaha bisa melaporkan terjadinya penyimpangan 

etika usaha kepada Lembaga Ombudsman DIY. 
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